Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester Il Tahun 2014

Lampiran A

PEMERINTAH PUSAT

A | Pemeriksaan Kinerja
| |Kesehatan
a | Pelayanan Rawat Inap
1 1 |RSUPN Dr. Cipto 1 |Kinerja Pelayanan Rawat Inap pada Unit Rawat Inap Terpadu (URIT) Gedung A dan Unit
Mangunkusumo Pelayanan Jantung Terpadu (UPJT) RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun Anggaran
2013 dan Semester | 2014 di Jakarta
2 |RSUP Dr. Hasan 1 |Kinerja Pelayanan Rawat Inap pada Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Pelayanan
Sadikin Terpadu Gedung Kemuning RSUP Dr. Hasan Sadikin Tahun 2013 s.d. 2014 (Semester 1)
3 | RSUP Dr. Sardjito 1 |Kinerja atas Pelayanan Rawat Inap RSUP Dr. Sardjito TA 2013 s.d. Semester | 2014
b | Penyediaan Air
- | Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1 4 |Kementerian 1 |Kinerja atas Efektivitas Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Ibu Kota
Pekerjaan Umum Kecamatan Tahun Anggaran 2013 s.d. Semester | 2014 pada Direktorat Pengembangan
dan Perumahan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum serta Instansi
Rakyat Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan,
Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta
- | Pembinaan PDAM
1 5 |Kementerian Dalam 1 |Kinerja Efektivitas Pembinaan Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah
Negeri terhadap Perusahaan Daerah Air Minum pada Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
¢ | Penyelenggaraan Kesehatan Haji
1 6 |Kementerian 1 |Kinerja Penyelenggaraan Kesehatan Haji Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan
Kesehatan Tahun 1435 H/2014 M
d |Badan Pengawas Obat dan Makanan
1 7 |Badan Pengawas 1 |Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) TA 2013 s.d. Semester | TA 2014
Obat dan Makanan
e | Pengawasaan Radiasi
1 8 |Badan Pengawas 1 |Kinerja atas Pengawasan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion/Fasilitas Radiasi dan
Tenaga Nuklir Zat Radioaktif TA 2013 dan Semester | 2014 pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Jumlah 8
Il | Penanggulangan Kemiskinan
a | Bansos Pembangunan Madrasah
1 9 |[Kementerian Agama 1 |Kinerja atas Efektivitas Bantuan Sosial Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rehabilitasi
Ruang Kelas Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tahun Anggaran 2012-2014 pada Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
b | Infrastruktur Perdesaan
1 10 |Kementerian 1 |Kinerja atas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran
Pekerjaan Umum 2013 s.d. Semester | 2014 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan
dan Perumahan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa
Rakyat Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan
¢ |Subsidi Raskin
1 11 |Kementerian 1 |Kinerja atas Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin)
Koordinator Bidang Tahun 2014 pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Pembangunan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Perum Bulog, TN2PK,
Manusia Dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Kebudayaan Timur, Banten, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi
Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat
Jumlah 3
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Ill | Ketahanan Pangan
a | Swasembada Kedelai
1 12 |Kementerian 1 |Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Rangka Pencapaian Swasembada Kedelai Tahun
Pertanian 2014 pada Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten di Wilayah
Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur serta Instansi Terkait Lainnya
di Jakarta, Banda Aceh, Bandung, Semarang, dan Surabaya
Jumlah 1
IV | Infrastruktur
a |Pengendalian Tata Ruang
1 13 [Kementerian 1 |Kinerja atas Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang pada Kementerian
Kehutanan serta Kehutanan dan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Provinsi Riau, Kalimantan
Kementerian Barat, Kalimantan Tengah, Lampung, Bali, dan Banten
Pekerjaan Umum
dan Perumahan
Rakyat
2 14 |Kementerian 1 |Kinerja atas Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Penataan
Pekerjaan Umum Ruang Tahun 2013 s.d. Semester | 2014 pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang
dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Instansi Terkait Lainnya Di Provinsi DKl Jakarta, Jawa
Rakyat Barat, Banten, dan Bali
b | Pengelolaan Penatagunaan Tanah
1 15 |Kementerian Agraria | 1 [Kinerja atas Pengelolaan Penatagunaan Tanah serta Penertiban dan Pendayagunaan
dan Tata Ruang/ Tanah Terlantar TA 2012 s.d. Semester | 2014 pada Kementerian Agraria dan Tata
Badan Pertanahan Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Nusa
Nasional Tenggara Timur
¢ | Pembiayaan Perumahan
1 16 |Kementerian 1 |Kinerja Pengelolaan Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
Pekerjaan Umum Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014 pada Badan Layanan Umum Pusat
dan Perumahan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Rakyat
Jumlah 4
V | Energi
a | Pendayagunaan Hasil Litbang BATAN
1 17 |Badan Tenaga Nuklir 1 |Kinerja Kegiatan Litbang dan Pendayagunaan Hasil Litbang pada Badan Tenaga Nuklir
Nasional Nasional Tahun 2013 dan 2014
b | Pengelolaan Batu bara
1 18 |Kementerian Energi 1 |Kinerja atas Pengelolaan Batubara dalam Rangka Mendukung Ketahanan Energi di
dan Sumber Daya Sektor Ketenagalistrikan pada Dewan Energi Nasional, Bappenas, Kementerian Energi
Mineral dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Perusahaan Listrik Negara, dan
Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Tengah, dan Sumatera Selatan
Jumlah 2
VI |Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
a | Hibah Perubahan Iklim
1 19 |Kementerian 1 |Kinerja atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri dalam Rangka Mitigasi dan Adaptasi
Lingkungan Hidup Perubahan Iklim pada Kementerian Lingkungan Hidup, Dewan Nasional Perubahan
Iklim, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Sumatera Selatan,
dan Riau
b | Penanganan Kasus Lingkungan Hidup
1 20 |Kementerian 1 |Kinerja atas Efektivitas Penanganan Kasus Lingkungan Hidup Tahun 2011 s.d. 2013 pada
Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, dan
Riau
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¢ | Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1 21 |Kementerian 1 |Kinerja atas Efektivitas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Hutan Konservasi dan
Kehutanan Lindung Periode Tahun 2010 s.d. 2012 pada Kementerian Kehutanan dan Instansi
Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Lampung
di Jakarta, Palangkaraya, Pontianak, dan Bandar Lampung
d | Pemantapan Kawasan Hutan
1 22 |Kementerian 1 |Kinerja atas Pemantapan Kawasan Hutan Periode Tahun 2010 s.d. Semester | 2014
Kehutanan pada Kementerian Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Provinsi Riau,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Lampung
e | Penyaluran Dana Bencana
1 23 |Badan Nasional 1 |Kinerja atas Penyaluran Dana Siap Pakai Tahun 2012, 2013, dan Semester | 2014 pada
Penanggulangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Bencana
Jumlah 5
VIl | Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
- | Pengelolaan Keuangan
a | Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
1 24 |Kementerian 1 |Efektivitas Persiapan Pemerintah Pusat Untuk Mendukung Penerapan Standar
Keuangan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Tahun 2015 Sebagai Bagian Reformasi
Keuangan Negara pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait di Jakarta
b | Penganggaran Belanja dan Pembiayaan Bendahara Umum Negara (BUN)
1 25 |Kementerian 1 |Kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Penganggaran Belanja dan Pembiayaan
Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Pemerintah
Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2014 dan 2015 pada Kementerian Keuangan dan
Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
¢ | Pelaksanaan Anggaran Kemhan dan TNI
1 26 |Kementerian 1 |Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun 2013 dan 2014 pada Kementerian
Pertahanan dan TNI Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
2 27 |Markas Besar TNI 1 |Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun
Anggaran 2013 dan 2014 pada Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
di Jakarta dan Bandung
3 28 |TNIAD 1 |Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun
Anggaran 2013 dan 2014 pada Unit Organisasi TNI Angkatan Darat
4 29 |TNIAL 1 |Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Unit
Organisasi TNI Angkatan Laut di Jakarta dan Surabaya
5 30 |TNIAU 1 |Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun
Anggaran 2013 dan 2014 pada Unit Organisasi TNI Angkatan Udara
- | Pengelolaan Barang Milik Negara
1 31 |Kementerian 1 |Kinerja atas Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara Tahun 2013 s.d. Juni
Keuangan 2014 pada Kementerian Keuangan dan Satuan Kerja Vertikalnya serta Instansi Terkait di
Jakarta, Medan, Semarang, Yogyakarta, Pekanbaru, dan Batam
Jumlah 8
VIl | Perpajakan
a | Sensus Pajak Nasional
1 32 |Kementerian 1 |Kinerja atas Efektivitas Sensus Pajak Nasional Tahun Anggaran 2011 s.d. 2013 pada
Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP Jakarta Pusat, Kanwil DJP Jakarta
Selatan, Kanwil DJP Jakarta Utara, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Banten, Kanwil
DJP Jawa Timur I, Kanwil DJP Jawa Tengah II, Kanwil DJP Sumatera Utara I, Kanwil DJP
Kalimantan Selatan dan Tengah, dan Instansi Vertikal di Bawahnya, serta Instansi Terkait
Lainnya di Jakarta, Bogor, Tangerang, Jember, Probolinggo, Surakarta, Klaten, Medan,
Banjarmasin, dan Banjarbaru.
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Pelayanan Pajak

1 33 |Kementerian 1 |Efektivitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Keuangan Pajak, Kanwil DJP WP Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil
DJP Jawa Tengah | dan Instansi Vertikal di Bawahnya, serta Instansi Terkait Lainnya di
Jakarta, Bandung, dan Semarang.
Jumlah 2
IX | Pelayanan
a | Layanan Paspor
1 34 |Kementerian Hukum | 1 |Kinerja atas Efektivitas Layanan Paspor pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian
dan Hak Asasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
Manusia
b |Layanan Pengadaan
1 35 |Kementerian 1 |Kinerja atas Efektivitas Penyediaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
Keuangan Tahun 2011-2014 pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (PLPSE) di Jakarta
¢ | Layanan Peradilan
1 36 |Mahkamah Agung 1 |Kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Tahun 2013
s.d 2014 (Semester 1) pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jakarta,
Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan Pengadilan Negeri Bandung di Jakarta
dan Bandung
Jumlah 3
X | Kinerja Bidang Lainnya
a | Pengelolaan Arsip Statis
1 37 | Arsip Nasional 1 |Kinerja Pengelolaan Arsip Statis pada Arsip Nasional Republik Indonesia TA 2013 Dan
Republik Indonesia 2014
b | Penempatan dan Perlindungan TKI
1 38 |Kementerian 1 |Kinerja atas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah dalam Penempatan dan
Tenaga Kerja dan Perlindungan TKI di Luar Negeri Skema Private to Private pada Kementerian Tenaga
Transmigrasi dan Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Dinas
BNP2TKI Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Riau
¢ |Penyelenggaraan Haji
1 39 |Kementerian Agama 1 |Kinerja atas Penyelenggaraan lbadah Haji Tahun 1435 H/2014 M pada Kementerian
Agama di Jakarta
d | Sensus Pertanian
1 40 |Badan Pusat Statistik | 1 |Kinerja atas Kegiatan Sensus Pertanian ST 2013 pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kantor
Pusat, BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Provinsi Sulawesi
Selatan, dan BPS Provinsi Papua Barat serta Instansi Vertikal di Bawahnya di Jakarta,
Padang, Surabaya, Makassar, dan Manokwari
e | Penanganan Perkara
1 41 | Komisi Pengawas 1 |Kinerja atas Kegiatan Penanganan Perkara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Persaingan Usaha (KPPU) Tahun 2013 s.d. Semester | Tahun 2014 di Jakarta
f | Kegiatan Rehabilitasi BNN
1 42 | Badan Narkotika 1 |Kinerja Pengelolaan Kegiatan Rehabilitasi Tahun Anggaran 2013 s.d. 2014 pada Badan
Nasional Narkotika Nasional
g | Gernas Kakao
1 43 |Kementerian 1 |Kinerja atas Kegiatan Peremajaan pada Program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi
Pertanian dan Mutu Kakao (Gernas Kakao) Tahun Anggaran 2010 -2012 pada Kementerian

Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan,
Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah, serta Instansi Terkait Lainnya
di DKI Jakarta, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, dan Jember
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h | Perikanan Budidaya

1 44 | Kementerian 1 |Kinerja atas Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tahun Anggaran 2010
Kelautan dan s.d. 2013 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan
Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung,

Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara,
serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Lombok, Kupang,
Palembang, dan Medan

Jumlah 8

Jumlah Pemeriksaan Kinerja

Pemerintah Pusat 44

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Pengelolaan Pendapatan

a | Penerimaan Migas

1 45 | Kementerian 1 |Penerimaan Negara dan Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Keuangan yang Bersumber dari Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Periode 2012 s.d.
Semester | 2014 pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPB), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
Kementerian Keuangan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta

46 1 |Penerimaan Pajak Sektor Migas TA 2013 s.d. 2014 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Pajak (KP DJP), Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka
Belitung, Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, Kanwil DJP Kalimantan Timur, Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Minyak dan Gas Bumi (Migas), dan Instansi Vertikal Di bawahnya
serta Instansi Terkait di Jakarta, Palembang, Pekanbaru, dan Balikpapan

Jumlah 2

b | Penerimaan Non Migas

1 | 47 |Kementerian Hukum | 1 |Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Hukum dan Hak Asasi
dan HAM Manusia (Ditjen Imigrasi, Ditjen Administrasi Hukum Umum, dan Ditjen Hak Kekayaan
Intelektual) Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia di Jakarta

2 | 48 |Mahkamah Agung 1 |Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di
Bawahnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat
3 49 | Badan Pengkajian 1 |Penatausahaan dan Pengelolaan PNBP Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
dan Penerapan Tahun 2013 dan Tahun 2014 di Jakarta dan Serpong
Teknologi
4 50 |LPPTVRI 1 |Penatausahaan dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2013

dan Semester | Tahun 2014 pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
(LPP TVRI) di Jakarta, Jawa Timur dan Sumatera Selatan

5 51 |Kementerian 1 |Penerimaan Restitusi Pajak dalam rangka mendukung pemeriksaan Laporan Keuangan
Keuangan Pemerintah Pusat pada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil
DJP Jakarta Pusat, Kanwil DJP Jakarta Utara, Kanwil DJP Jakarta Barat, Kanwil DJP Jakarta
Selatan, Kanwil DJP Jawa Barat |, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Timur |,
Kanwil DJP Jawa Timur I, Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, Kanwil DJP Kalimantan
Timur dan Instansi Vertikal Di bawahnya serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran
2013 dan 2014

52 1 |Pengawasan Terhadap Wajib Pajak pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, KPP
Perusahaan Masuk Bursa, KPP Madya Jakarta Timur, KPP Madya Makassar dan Instansi
Terkait Lainnya di Jakarta dan Makassar

53 1 |Penerimaan Kepabeanan pada Kantor Pengawasan Utama Bea dan Cukai (KPUBC)
Tanjung Priok dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe
Madya Pabean (TMP) Tanjung Perak di Jakarta dan Surabaya
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54

Kegiatan Pencetakan, Pelayanan, dan Pengawasan Pita Cukai Tahun Anggaran 2013 dan
2014 (s.d. Semester 1) pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Purwakarta, Kudus, Kediri, dan
Malang di Jakarta, Purwakarta, Kudus, Kediri dan Malang

Jumlah

8

Il | Pengelolaan Pendapatan dan Pela

ksanaan Belanja

1

55

Kejaksaan

1

Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada
Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
serta Instansi Terkait di Medan

56

Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada
Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
serta Instansi Terkait di Padang

57

Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Kejaksaan
Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan serta
Instansi Terkait di Palembang

58

Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Kejaksaan
Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan serta
Instansi Terkait di Banjarmasin

59

Kementerian Luar
Negeri

Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun
Anggaran 2013 dan 2014 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Berlin di Negara
Federasi Jerman

60

Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun
Anggaran 2013 dan 2014 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Brasilia di Brazil

61

Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun
Anggaran 2013 dan 2014 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Caracas di Venezuela

62

Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun
Anggaran 2013 dan 2014 pada KBRI Helsinki di Finlandia

63

Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun
Anggaran 2013 dan 2014 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Moskow di Rusia

64

Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun
Anggaran 2013 dan 2014 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Frankfurt di
Negara Federasi Jerman

65

Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun
Anggaran 2013 dan 2014 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Toronto di Kanada

66

Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun
Anggaran 2013 dan 2014 pada Perutusan Tetap Republik Indonesia New York di
Amerika Serikat

67

Lembaga
Administrasi Negara

Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Lembaga Administrasi
Negara di Jakarta, Makassar, Bandung, dan Samarinda

68

Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan
Nasional

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Tahun 2013 dan 2014
pada Kantor Pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(BPN), Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat dan Kantor Pertanahan
Kabupaten Bogor di Jakarta dan Bogor

Jumlah

14
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IIl | Pelaksanaan Belanja
1 69 | Komisi Pengelolaan Belanja Barang dan Modal, Barang Bukti, Barang Sitaan dan Barang
Pemberantasan Rampasan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta
Korupsi
2 70 |Kementerian Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2013 dan 2014 (s.d. Semester 1) pada
Keuangan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
diJakarta
3 71 |Kementerian Pengelolaan Anggaran dan Realisasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri
Perindustrian Melalui Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT),
Industri Alas Kaki (IAK), dan Industri Gula Tahun Anggaran 2013 dan Semester | Tahun
Anggaran 2014 pada Kementerian Perindustrian
4 72 |Kementerian Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial TA 2013 dan Semester | TA 2014 pada Kementerian
Koperasi dan UKM Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta, dan Entitas Terkait di Jawa Timur,
Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara
5 73 |Badan Kepegawaian Kegiatan Implementasi Sistem Biometrik PNS Berbasis Elektronik dari Tahun 2008 s.d.
Negara 2014 pada Badan Kepegawaian Negara
6 74 |Kementerian Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2013 dan TA 2014 (Semester 1) pada
Pariwisata Kementerian Pariwisata
7 75 |Kementerian Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun 2013 dan 2014
Perumahan Rakyat (Semester 1) pada Kementerian Perumahan Rakyat di Provinsi DKI Jakarta,Sulawesi
Selatan dan Sumatera Utara
8 76 | Kementerian Riset Pengelolaan Belanja Tahun 2013 s.d. Tahun 2014 pada Kementerian Riset dan Teknologi
dan Teknologi (Kemenristek) di Jakarta dan Serpong
9 77 |Badan Informasi Pengelolaan Belanja Tahun 2013 dan Tahun 2014 pada Badan Informasi Geospasial
Geospasial (BIG) di Cibinong
10 | 78 |Badan Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 (sampai dengan
Kependudukan dan Triwulan 1ll) pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di
Keluarga Berencana Jakarta
Nasional
11 | 79 |Kementerian Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Nopember Tahun 2014 pada
Tenaga Kerja dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi
Transmigrasi dan Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi di Jakarta
80 Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta,
Jawa Timur, dan Jawa Barat
12 | 81 |Kementerian Program Prioritas Ketahanan Pangan RPJMN Tahun Anggaran 2010 sampai dengan
Pertanian Semester | 2014 pada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian
Perindustrian, serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
13 | 82 |Kementerian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 pada Kementerian Kelautan dan
Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta Instansi
Perikanan Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepulauan
Riau, Sulawesi Utara, dan Papua Barat
83 Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 pada Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta Instansi
Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Bali, dan
Maluku
14 | 84 |Kementerian Agama Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun
Anggaran 2013 dan 2014 (s.d. Oktober 2014) pada Kementerian Agama di Jakarta
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15

85

Kementerian Dalam
Negeri

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun
Anggaran 2013 dan 2014 pada Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jawa Barat, D.I.
Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat

16

86

Kementerian
Kesehatan

Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 pada Kementerian Kesehatan di
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan

Jumlah

18

IV | Belanja Infrastruktur

1

87

Kementerian
Perhubungan

Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun Anggaran 2014 pada Satuan Kerja Pengembangan
Perkeretaapian Jawa Tengah Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di
Provinsi Jawa Tengah

88

Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun Anggaran 2014 pada Satuan Kerja Pembangunan
Jalur Ganda Cirebon-Kroya dan Satuan Kerja Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Selatan
Jawa Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan serta Instansi Terkait Lainnya di
Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

89

Kementerian Energi
dan Sumber Daya
Mineral

Konstruksi  Dalam  Pengerjaan (KDP) Proyek Pembangunan Infrastruktur
Ketenagalistrikan pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, PT PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera I, Sumatera Il, Jawa
Bali, Kalimantan, dan Sulawesi Maluku Papua dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta,
Banda Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan
Bangka Belitung, Lampung, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, Bali, Kalimantan
Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan
Sulawesi Tenggara

Jumlah

V | Pelaksanaa

n Anggaran Pemilu

1

90

Komisi Pemilihan
Umum

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2013 dan
2014

91

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Provinsi Aceh
Tahun 2013 dan 2014

92

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013 dan 2014 di
Provinsi Sumatera Utara

93

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat,
Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang Panjang Tahun 2013 dan 2014

94

Pelaksanaan Anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi
Riau, KPU Kabupaten Kampar, KPU Kabupaten Indragiri Hilir dan KPU Kota Pekanbaru
Tahun 2013 dan 2014

95

Pelaksanaan Anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi,
Kota Jambi, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Tahun 2013 dan 2014

96

Pelaksanaan Anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi
Sumatera Selatan, KPU Kota Palembang, KPU Kabupaten Musi Rawas, KPU Kabupaten
Musi Banyuasin, KPU Kabupaten Muara Enim, dan KPU Kabupaten Lahat Tahun 2013
dan 2014 di Palembang, Muara Beliti, Sekayu, Muara Enim, dan Lahat

97

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013 dan 2014 di
Provinsi Bengkulu

98

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung,
Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat,
Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur,
Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Metro Tahun 2013 dan
2014

99

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang Tahun 2013 dan 2014

100

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2013 dan 2014
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101

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013 dan 2014 di
Provinsi DKI Jakarta

102

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013 dan 2014 di
Provinsi Jawa Barat

103

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013 dan 2014

104

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013 dan 2014 di
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman

105

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013 dan 2014 di
Provinsi Jawa Timur

106

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten,
Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Tahun 2013 dan 2014 di
Serang, Tigaraksa, dan Tangerang

107

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Provinsi Bali,
Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana Tahun 2013 dan
2014

108

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara
Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok
Timur Tahun 2013 dan 2014

109

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013
dan 2014

110

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Barat, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, dan Kota
Pontianak Tahun 2013 dan 2014

111

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013 dan 2014 di
Provinsi Kalimantan Tengah

112

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Selatan, KPU Kota Banjarmasin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kabupaten Barito Kuala
dan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan

113

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013 dan 2014 di
Provinsi Kalimantan Timur

114

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013 dan 2014 di
Provinsi Sulawesi Utara

115

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013 dan 2014 di
Provinsi Sulawesi Tengah

116

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan,
Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Gowa dan Kabupaten
Maros Tahun 2013 dan 2014

117

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tenggara, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 dan 2014

118

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo,
Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013 dan 2104

119

Pelaksanaan Anggran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Majene Tahun 2013 dan 2014 di Mamuju dan Majene

120

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Kota
Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 dan 2014

121

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 dan 2014

122

Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun
2013 dan 2014
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123 1 |Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat,
Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan dan Kota Sorong
Tahun 2013 dan 2014
2 | 124 |Badan Pengawas 1 |Pelaksanaan Anggaran Pengawasan Pemilu pada Badan Pengawas Pemilu Tahun 2013
Pemilu dan 2014 di Jakarta
3 | 125 [Kepolisian Negara 1 |Pengelolaan Belanja Pengamanan Pemilu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Tahun 2014 di Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan
Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara
4 | 126 |TNIAD 1 |Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan yang Bersumber dari Anggaran UO TNI AD dan
Dana Hibah untuk Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2013 dan
2014 pada Kodam VI/Mulawarman di Balikpapan
127 1 |Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan yang Bersumber dari Anggaran UO TNI AD dan
Dana Hibah untuk Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2013 dan
2014 pada Kodam V/Brawijaya di Surabaya
Jumlah 38
VI | BLU Pendidikan Tinggi
1 | 128 |Institut Teknologi 1 |Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pengelolaan Aset, dan Belanja Modal Tahun
Bandung 2013 dan 2014 (Semester 1) pada Institut Teknologi Bandung
2 | 129 |Institut Teknologi 1 |Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pengelolaan Aset Tetap, dan Belanja Modal TA
Sepuluh Nopember 2011 dan 2012 pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya
3 | 130 |Universitas Brawijaya| 1 |Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pengelolaan Aset, dan Belanja Modal Tahun
2013 dan 2014 (Semester I) pada Universitas Brawijaya
4 | 131 | Universitas Negeri 1 |Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pengelolaan Aset, dan Belanja Modal Tahun
Jakarta 2013 dan 2014 (Semester 1) pada Universitas Negeri Jakarta
Jumlah 4
VIl | Pengelolaan Aset
1 | 132 |Kementerian Dalam 1 |Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2010 s.d. Semester | 2014 pada
Negeri Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait di Jakarta, Riau, Jawa Barat, Kalimantan
Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
2 | 133 |Kementerian Agama | 1 |Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2010 s.d. Semester |
2014 pada Kementerian Agama dan Instansi Terkait di Jakarta, Aceh, Sumatera Utara,
Sumatera Barat, Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur,
Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Papua
Barat
3 | 134 |Kementerian 1 |Pengelolaan Aset Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan
Pekerjaan Umum Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur
4 | 135 |BP Batam 1 |Manajemen Aset Tetap pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam TA 2013 dan 2014 (Semester 1)
Jumlah 4
Jumlah Pemeriksaan
dengan Tujuan Tertentu 91
Pemerintah Pusat
Jumlah Pemeriksaan 135

pada Pemerintah Pusat

PEMERINTAH DAERAH DAN BUMD

A

Pemeriksaan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1 | 136 | Provinsi Aceh

1

LKPD Kabupaten Aceh Singkil TA 2013

137

1

LKPD Kabupaten Simeulue TA 2013
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2 | 138 |Provinsi Sumatera 1 |LKPD Kabupaten Nias Barat TA 2013
Utara
139 1 |LKPD Kabupaten Nias Selatan TA 2013
140 1 |LKPD Kabupaten Nias Utara TA 2013
141 1 |LKPD Kabupaten Padang Lawas TA 2013
142 1 |LKPD Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2013
143 1 |LKPD Kabupaten Toba Samosir TA 2013
144 1 |LKPD Kota Gunungsitoli TA 2013
3 | 145 |Provinsi Riau 1 |LKPD Kabupaten Bengkalis TA 2013
146 1 |LKPD Kabupaten Indragiri Hulu TA 2013
147 1 |LKPD Kabupaten Indragiri Hilir TA 2013
148 1 |LKPD Kabupaten Rokan Hilir TA 2013
4 | 149 |Provinsi Nusa 1 |LKPD Kabupaten Alor TA 2013
Tenggara Timur
150 1 |LKPD Kabupaten Belu TA 2013
151 1 |LKPD Kabupaten Kupang TA 2013
152 1 |LKPD Kabupaten Lembata TA 2013
153 1 |LKPD Kabupaten Manggarai TA 2013
154 1 |LKPD Kabupaten Manggarai Timur TA 2013
155 1 |[LKPD Kabupaten Nagekeo TA 2013
156 1 |LKPD Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2013
157 1 |[LKPD Kabupaten Sumba Tengah TA 2013
158 1 |[LKPD Kabupaten Timor Tengah Utara TA 2013
5 | 159 |Provinsi Kalimantan 1 |LKPD Provinsi Kalimantan Barat TA 2013
Barat
6 | 160 |Provinsi Kalimantan 1 |[LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat TA 2013
Tengah
161 1 |LKPD Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2013
162 1 |LKPD Kabupaten Seruyan TA 2013
163 1 |[LKPD Kota Palangka Raya TA 2013
7 | 164 |Provinsi Kalimantan 1 |LKPD Provinsi Kalimantan Timur TA 2013
Timur
165 1 [LKPD Kabupaten Kutai Barat TA 2013
166 1 |LKPD Kabupaten Kutai Kertanegara TA 2013
167 1 |LKPD Kabupaten Kutai Timur TA 2013
8 | 168 |Provinsi Kalimantan 1 |[LKPD Kabupaten Tana Tidung TA 2013
Utara
9 | 169 |Provinsi Sulawesi 1 |LKPD Provinsi Sulawesi Utara TA 2013
Utara
170 1 |[LKPD Kabupaten Minahasa Selatan TA 2013
171 1 |[LKPD Kabupaten Minahasa Tenggara TA 2013
172 1 |LKPD Kota Manado TA 2013
10 | 173 |Provinsi Sulawesi 1 |[LKPD Kabupaten Mamasa TA 2013
Barat
11 | 174 |Provinsi Maluku 1 |LKPD Kabupaten Buru Selatan TA 2013
175 1 |LKPD Kabupaten Kepulauan Aru TA 2013
176 1 |[LKPD Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2013
177 1 |LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2013
178 1 |LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur TA 2013

Badan Pemeriksa Keuangan IHPS Il Tahun 2014

23]




179 1 |LKPD Kota Ambon TA 2013
12 | 180 |Provinsi Papua 1 |LKPD Kabupaten Boven Digoel TA 2013
181 1 |LKPD Kabupaten Deiyai TA 2013
182 1 |LKPD Kabupaten Dogiyai TA 2013
183 1 |LKPD Kabupaten Intan Jaya TA 2013
184 1 |LKPD Kabupaten Keerom TA 2013
185 1 |LKPD Kabupaten Lanny Jaya TA 2013
186 1 |LKPD Kabupaten Mamberamo Raya TA 2013
187 1 |LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah TA 2013
188 1 |LKPD Kabupaten Nduga TA 2013
189 1 |LKPD Kabupaten Puncak TA 2013
190 1 |LKPD Kabupaten Sarmi TA 2013
191 1 |LKPD Kabupaten Supiori TA 2013
192 1 |LKPD Kabupaten Tolikara TA 2013
193 1 |[LKPD Kabupaten Waropen TA 2013
13 | 194 |Provinsi Papua Barat | 1 |LKPD Provinsi Papua Barat TA 2013
195 1 |LKPD Kabupaten Fakfak TA 2013
196 1 |LKPD Kabupaten Manokwari TA 2013
197 1 |[LKPD Kabupaten Maybrat TA 2013
198 1 |LKPD Kabupaten Raja Ampat TA 2013
199 1 |LKPD Kabupaten Sorong Selatan TA 2013
200 1 |[LKPD Kabupaten Tambrauw TA 2013
201 1 |LKPD Kabupaten Teluk Bintuni TA 2013
202 1 |LKPD Kabupaten Teluk Wondama TA 2013
203 1 |LKPD Kota Sorong TA 2013
Jumlah Pemeriksaan
Laporan Keuangan 68
Pemerintah Daerah TA 2013
Il | LK PDAM Kota Padang
1 | 204 |PDAM Kota Padang | 1 |LKPDAM Kota Padang TA 2013
Jumlah Pemeriksaan 1
Laporan Keuangan BUMD
Jumlah Pemeriksaan Keuangan 69
Pemerintah Daerah dan BUMD
[
B |Pemeriksaan Kinerja
| | Reformasi Birokrasi
a |Kinerja APIP
1 | 205 |Provinsi Kalimantan 1 [Kinerja atas Kegiatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Kapuas di
Tengah Kuala Kapuas TA 2013 dan Semester | TA 2014.
206 1 |Kinerja atas Kegiatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2 | 207 |Provinsi Sulawesi 1 |[Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada
Utara Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud TA 2013 dan Semester | TA 2014 (s.d. Bulan
Juni) di Melonguane
208 1 |[Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada
Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara TA 2013 dan Semester | 2014 di Airmadidi.
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Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Audit dan Reviu Laporan Keuangan oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah Tahun Anggaran 2013 dan Semester | 2014 pada
Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula.

Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Audit dan Reviu Laporan Keuangan oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah Tahun Anggaran 2013 dan Semester | 2014 pada
Inspektorat Kota Ambon di Ambon.

Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat
Kabupaten Sarmi di Sarmi.

Kinerja Pengadaan dan Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2013 dan Semester | Tahun 2014 di
Kendari.

Kinerja Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Menunjang Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tahun 2013 dan Semester | 2014 pada Pemerintah
Kabupaten Buleleng

Kinerja Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Menunjang Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tahun 2013 dan Semester | 2014 pada Pemerintah
Kabupaten Jembrana

Kinerja atas Pengelolaan Tenaga Pendidik TA 2013 dan Semester | 2014 pada Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo

Efektivitas Pengelolaan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam
Menunjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang TA 2013 dan 2014 (s.d Juli 2014)

Pengelolaan Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dalam Menunjang Program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara

Efekivitas Penyelenggaraan, Pelaporan dan Monitoring Evaluasi atas Pelayanan
Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas
Hulu TA 2013 dan 2014 (s.d. Juli 2014)

Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Layanan Pendidikan Dasar dan
Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2013 dan Semester | Tahun
2014 di Balikpapan

Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Peningkatan Mutu
Pendidikan Dasar pada Pemerintah Kota Bontang Tahun 2013 dan Semester | Tahun
2014 di Bontang

Efektivitas Program Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan
Kota Tarakan Tahun 2013 dan Semester | 2014 di Tarakan

Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pendidikan Dasar pada
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan Instansi Terkait TA 2013 dan 2014
(Semester 1) di Weda

Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pendidikan Dasar pada
Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan Instansi Terkait TA 2013 dan 2014
(Semester 1) di Maba

Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pendidikan Dasar
pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Instansi Terkait TA 2013 dan 2014
(Semester 1) di Soasio

Efektivitas Pengelolaan Tenaga Kependidikan serta Sarana dan Prasarana Tahun 2013
dan Semester | Tahun 2014 pada Dinas Pendidikan Kota Palembang di Palembang

3 | 209 |Provinsi Maluku
210
4 | 211 | Provinsi Papua
b |Pengadaan Pegawai
1 | 212 |Provinsi Sulawesi
Tenggara
Jumlah
Pendidikan
1 | 213 |ProvinsiBali
214
2 | 215 |Provinsi NTT
3 | 216 |Provinsi Kalimantan
Barat
4 | 217 | Provinsi Sulawesi
Barat
5 | 218 |Provinsi Kalimantan
Barat
6 | 219 |Provinsi Kalimantan
Timur
220
7 | 221 |Provinsi Kalimantan
Utara
8 | 222 |Provinsi Maluku
Utara
223
224
9 | 225 |Provinsi Sumatera
Selatan
10 | 226 | Provinsi Maluku

Efektivitas Pengelolaan Tenaga Kependidikan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan TA 2013 dan
Semester | 2014 di Namrole
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227 1 |Efektivitas Pengelolaan Tenaga Kependidikan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat TA 2013
dan Semester | 2014 di Saumlaki

11 | 228 |Provinsi Papua Barat| 1 |Pengelolaan Sarana Prasarana dan Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam
Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun TA 2013 dan
2014 Pada Pemerintah Kota Sorong di Sorong
12 | 229 |Provinsi Nusa 1 |Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pendidikan
Tenggara Barat Dasar Pada Pemerintah Provinsi NTB TA 2013 dan 2014 (s.d. 31 Agustus)

230 1 |Kinerja Efektivitas Pengelolaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP dan SMA/
SMK pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat TA 2013 dan 2014 (s.d. 31 Juli)

231 1 |Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pendidikan
Dasar Pada Pemerintah Kota Mataram TA 2013 dan 2014 (s.d. 31 Agustus)

Jumlah 19
Il | Kesehatan

a |Pelayanan Rumah Sakit

- | Pelayanan Rawat Inap

1 | 232 | Provinsi Sumatera 1 |Kinerja Pelayanan Rawat Inap Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014 pada RSUD Dr.
Selatan Sobirin Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti

2 | 233 |Provinsi Kepulauan 1 |Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap pada RSUD Tanjung Uban Provinsi
Riau Kepulauan Riau Tahun 2013 dan 2014 (Semester I) di Tanjung Uban

234 1 |Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap pada RSUD Embung Fatimah Kota Batam

Tahun 2013 dan 2014 (Semester 1) di Kota Batam
3 | 235 | Provinsi Nusa 1 |Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014
Tenggara Timur pada RSUD Ende Kabupaten Ende di Ende
4 | 236 |Provinsi Kalimantan 1 |Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap pada RSUD Brigjend H Hasan Basry Tahun
Selatan 2013 dan 2014 (s.d. November) di Kandangan

237 1 |Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap pada RSUD Ratu Zalecha Tahun 2013 dan

2014 (s.d. November) di Martapura
5 | 238 | Provinsi Sulawesi 1 |Kinerja Pelayanan Kesehatan Tahun 2013 dan 2014 (s.d. Semester 1) pada RSUD
Tengah Kabupaten Buol di Buol
239 1 |Kinerja Pelayanan Kesehatan Tahun 2013 dan 2014 (s.d. Semester 1) pada RSUD
Morowali Kabupaten Morowali di Morowali
- | Pelayanan Kesehatan RSUD
1 | 240 |Provinsi Bali 1 |Kinerja Pelayanan Kesehatan RSUD Wangaya Kota Denpasar Tahun 2013 dan 2014
(s.d. Semester 1) pada Pemerintah Kota Denpasar
- | Pelayanan Instalasi Farmasi
1 | 241 |Provinsi Sulawesi 1 |Efektivitas Pelayanan Rawat Inap dan Farmasi pada RSUD Noongan Tahun 2013 dan
Utara Semester | Tahun 2014 di Noongan
242 1 |Efektivitas Pengelolaan Layanan Rawat Inap dan Instalasi Farmasi pada RSUD Kota
Bitung Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014 di Bitung
- | Pengelolaan Pendapatan dan Piutang RSUD
1 | 243 |Provinsi Sulawesi 1 |Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap serta Pengelolaan Pendapatan dan Piutang
Selatan BLUD pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 dan Semester |
Tahun 2014
244 1 |Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap serta Pengelolaan Pendapatan dan Piutang

BLUD pada RSUD Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo Tahun 2013 dan Semester |
Tahun 2014

Pengelolaan Pencatatan dan Pelaporan RSUD
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1 |245

Provinsi Sulawesi
Selatan

Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap serta Pengelolaan Pencatatan dan
Pelaporan Keuangan BLUD pada RSUD H Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten
Bulukumba Tahun 2013 dan 2014 (Semester 1)

246

Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap serta Pengelolaan Pencatatan dan
Pelaporan Keuangan BLUD pada RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang Tahun 2013 dan
2014 (Semester |)

247

Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap serta Pengelolaan Pencatatan dan
Pelaporan Keuangan BLUD Kabupaten Bone Tahun 2013 dan 2014 (Semester 1)

248

Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap serta Pengelolaan Pencatatan dan
Pelaporan BLUD pada RSUD Sinjai Kabupaten Sinjai Tahun 2013 dan 2014 (Semester |)

- | Penanganan, Pencegahan, dan Pengendalian Penyakit

1 | 249 |Provinsi Sulawesi 1 |Efektivitas Penanganan Penyakit Dalam pada Instalasi Rawat Inap dan Rawat Jalan
Tenggara RSUD Kota Baubau Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014 di Baubau
250 1 |Efektivitas Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Instalasi Rawat Inap pada

RSUD Abunawas Kota Kendari Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014 di Kendari

- | Pengelolaan Administrasi dan Manajemen

1 | 251 |Provinsi Papua 1 |Efektivitas Kegiatan Administrasi dan Manajemen serta Pelayanan di Instalasi Rawat
Inap RSUD Yowari Tahun 2013 Kabupaten Jayapura di Sentani
252 1 |Efektivitas Pengelolaan Administrasi dan Manajemen pada RSUD Kwaingga Kabupaten
Keerom Tahun 2013 dan 2014 (s.d. Triwulan 1)
Subjumlah 21
b | Penyediaan Air Bersih
1 | 253 |Provinsi Aceh 1 |Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, PDAM Tirta
Mountala dan Instansi Terkait Lainnya di Jantho Tahun 2013 dan Semester | Tahun
2014
254 1 |Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, PDAM Tirta Peusada
dan Instansi Terkait Lainnya di Idi Rayeuk Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014
255 1 |Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, PDAM Tirta Mon
Pase dan Instansi Terkait Lainnya di Lhoksukon Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014
256 1 |Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Bireuen, PDAM Krueng
Peusangan dan Instansi Terkait Lainnya di Bireuen Tahun 2013 dan Semester | Tahun
2014
257 1 |Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Banda Aceh, PDAM Tirta Daroy dan
Instansi Terkait Lainnya di Banda Aceh Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014
2 | 258 |Provinsi Sumatera 1 |Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PDAM Tirtanadi
Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Medan Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014
259 1 |Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Asahan, PDAM Tirta Silaupiasa
dan Instansi Terkait Lainnya di Kisaran Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014
260 1 |Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, PDAM Tirta Deli
dan Instansi Terkait Lainnya di Lubuk Pakam Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014
261 1 |Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Pematangsiantar, PDAM Tirtauli dan
Instansi Terkait Lainnya di Pematangsiantar Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014
3 | 262 | Provinsi Sumatera 1 |Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Agam, PDAM Tirta Antokan dan
Barat Instansi Terkait Lainnya di Lubuk Basung Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014
263 1 |Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, PDAM
Kabupaten Padang Pariaman dan Instansi Terkait Lainnya di Parit Malintang Tahun
2013 dan Semester | Tahun 2014
264 1 |Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, PDAM Tirta Alami
dan Instansi Terkait Lainnya di Batusangkar Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014
265 1 [Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Bukittinggi, PDAM Kota Bukittinggi

dan Instansi Terkait Lainnya di Bukittinggi Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014
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266

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Payakumbuh, PDAM Kota Payakumbuh
dan Instansi Terkait Lainnya di Payakumbuh Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

267

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Solok, PDAM Kota Solok dan Instansi
Terkait Lainnya di Solok Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

4 | 268

Provinsi Riau

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Bengkalis, PDAM Kabupaten
Bengkalis dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkalis Tahun 2013 dan Semester | Tahun
2014

269

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, PDAM Tirta
Indragiri dan Instansi Terkait Lainnya di Tembilahan Tahun 2013 dan Semester | Tahun
2014

270

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Pekanbaru, PDAM Tirta Siak dan
Instansi Terkait Lainnya di Pekanbaru Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

5 1271

Provinsi Jambi

Kinerja Pelayanan Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Bungo, PDAM
Pancuran Telago dan Instansi Terkait Lainnya di Muara Bungo Tahun 2013 dan
Semester | Tahun 2014

272

Kinerja Pelayanan Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Kerinci, PDAM Tirta
Sakti dan Instansi Terkait Lainnya di Sungai Penuh Tahun 2013 dan Semester | Tahun
2014

273

Kinerja Pelayanan Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Merangin, PDAM
Tirta Merangin dan Instansi Terkait Lainnya di Bangko Tahun 2013 dan Semester |
Tahun 2014

274

Kinerja Pelayanan Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Jambi, PDAM Tirta Mayang
dan Instansi Terkait Lainnya di Jambi Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

6 | 275

Provinsi Sumatera
Selatan

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Lahat, PDAM Tirta Lematang
dan Instansi Terkait Lainnya di Lahat Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

276

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Muara Enim, PDAM Lematang
Enim dan Instansi Terkait Lainnya di Muara Enim Tahun 2013 dan Semester | Tahun
2014

277

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, PDAM Tirta
Randik dan Instansi Terkait Lainnya di Sekayu Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

278

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Lubuklinggau, PDAM Tirta Bukit Sulap
dan Instansi Terkait Lainnya di Lubuklinggau Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

279

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Palembang, PDAM Tirta Musi dan
Instansi Terkait Lainnya di Palembang Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

280

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Prabumulih, PDAM Tirta Prabujaya
dan Instansi Terkait Lainnya di Prabumulih Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

7 | 281

Provinsi Bengkulu

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, PDAM Tirta
Ratu Samban dan Instansi Terkait Lainnya di Arga Makmur Tahun 2013 dan Semester
| Tahun 2014

282

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, PDAM
Kabupaten Rejang Lebong dan Instansi Terkait Lainnya di Curup Tahun 2013 dan
Semester | Tahun 2014

283

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Bengkulu, PDAM Kota Bengkulu dan
Instansi Terkait Lainnya di Kota Bengkulu Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

8 | 284

Provinsi Lampung

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, PDAM Tirta
Jasa di Kalianda Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

285

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Pesawaran, PDAM Pesawaran di
Gedong Tataan Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

286

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Bandar Lampung, PDAM Way Rilau di
Bandar Lampung Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014
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287

Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Bangka, PDAM Tirta Bangka dan
Instansi Terkait Lainnya di Sungailiat Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

288

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Pangkalpinang, PDAM Kota
Pangkalpinang dan Instansi Terkait Lainnya di Pangkalpinang Tahun 2013 dan
Semester | Tahun 2014

10

289

Provinsi Kepulauan
Riau

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, PDAM Tirta Kepri,
dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjungpinang Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

290

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Lingga, PDAM Kabupaten Lingga
dan Instansi Terkait Lainnya di Daik Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

291

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Natuna, PDAM Tirta Nusa, dan
Instansi Terkait Lainnya di Ranai Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

11

292

Provinsi Jawa Barat

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Bandung, PDAM Tirta Raharja
dan Instansi Terkait Lainnya di Soreang Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

293

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Bogor, PDAM Tirta Kahuripan
dan Instansi Terkait Lainnya di Cibinong Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

294

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Cirebon, PDAM Tirta Jati dan
Instansi Terkait Lainnya di Sumber Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

295

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Karawang, PDAM Tirta Tarum
dan Instansi Terkait Lainnya di Karawang Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

296

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Kuningan, PDAM Tirta Kamuning
dan Instansi Terkait Lainnya di Kuningan Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

297

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Sukabumi, PDAM Tirta Jaya
Mandiri dan Instansi Terkait Lainnya di Palabuhanratu Tahun 2013 dan Semester |
Tahun 2014

298

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, PDAM Tirta
Sukapura dan Instansi Terkait Lainnya di Singaparna Tahun 2013 dan Semester | Tahun
2014

299

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Bandung, PDAM Tirtawening dan
Instansi Terkait Lainnya di Bandung Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

300

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Bogor, PDAM Tirta Pakuan dan Instansi
Terkait Lainnya di Bogor Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

301

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Cirebon, PDAM Kota Cirebon dan
Instansi Terkait Lainnya di Cirebon Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

302

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Sukabumi, PDAM Tirta Bumi Wibawa
dan Instansi Terkait Lainnya di Sukabumi Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

12

303

Provinsi Jawa
Tengah

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Banyumas, PDAM Tirta Satria
Kabupaten Banyumas dan Instansi Terkait Lainnya di Purwokerto Tahun 2013 dan
Semester | Tahun 2014

304

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Brebes, PDAM Kabupaten
Brebes dan Instansi Terkait Lainnya di Brebes Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

305

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Grobogan, PDAM Purwa Tirta
Dharma dan Instansi Terkait Lainnya di Purwodadi Tahun 2013 dan Semester | Tahun
2014

306

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Jepara, PDAM Kabupaten
Jepara dan Instansi Terkait Lainnya di Jepara Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

307

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Magelang, PDAM Tirta Gemilang
dan Instansi Terkait Lainnya di Mungkid Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

308

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Pemalang, PDAM Tirta Mulia
Kabupaten Pemalang dan Instansi Terkait Lainnya di Pemalang Tahun 2013 dan
Semester | Tahun 2014
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309

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Rembang, PDAM Kabupaten
Rembang dan Instansi Terkait Lainnya di Rembang Tahun 2013 dan Semester | Tahun
2014

310

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Sragen, PDAM Tirto Negoro dan
Instansi Terkait Lainnya di Sragen Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Temanggung, PDAM Tirta Agung
dan Instansi Terkait Lainnya di Temanggung Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

312

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Wonosobo, PDAM Tirta Aji dan
Instansi Terkait Lainnya di Wonosobo Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

13

313

Provinsi D.1.
Yogyakarta

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, PDAM Tirta
Handayani dan Instansi Terkait Lainnya di Wonosari Tahun 2013 dan Semester | Tahun
2014

314

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, PDAM Tirta
Binangun dan Instansi Terkait Lainnya di Wates Tahun 2013 dan Semester | Tahun
2014

315

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Sleman, PDAM Sleman dan
Instansi Terkait Lainnya di Sleman Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

316

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Yogyakarta, PDAM Tirtamarta dan
Instansi Terkait Lainnya di Yogyakarta Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

14

317

Provinsi Jawa Timur

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Kediri, PDAM Kabupaten Kediri
dan Instansi Terkait Lainnya di Kediri Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Lumajang, PDAM Kabupaten
Lumajang dan Instansi Terkait Lainnya di Lumajang Tahun 2013 dan Semester | Tahun
2014

319

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Magetan, PDAM Lawu Tirta dan
Instansi Terkait Lainnya di Magetan Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

320

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Ngawi, PDAM Kabupaten Ngawi
dan Instansi Terkait Lainnya di Ngawi Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

321

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Pamekasan, PDAM Kabupaten
Pamekasan dan Instansi Terkait Lainnya di Pamekasan Tahun 2013 dan Semester |
Tahun 2014

322

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Pasuruan, PDAM Tirta Lestari
dan Instansi Terkait Lainnya di Pasuruan Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

323

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Probolinggo, PDAM Kabupaten
Probolinggo dan Instansi Terkait Lainnya di Probolinggo Tahun 2013 dan Semester |
Tahun 2014

324

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, PDAM Delta Tirta dan
Instansi Terkait Lainnya di Sidoarjo Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Tulungagung, PDAM Tirta Cahya
Agung dan Instansi Terkait Lainnya di Tulungagung Tahun 2013 dan Semester | Tahun
2014

326

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Blitar, PDAM Kota Blitar dan Instansi
Terkait Lainnya di Blitar Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

327

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Madiun, PDAM Tirta Taman Sari dan
Instansi Terkait Lainnya di Madiun Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

328

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Malang, PDAM Kota Malang dan
Instansi Terkait Lainnya di Malang Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

329

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Mojokerto, PDAM Maja Tirta dan
Instansi Terkait Lainnya di Mojokerto Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014

330

Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Surabaya, PDAM Surya Sembada dan
Instansi Terkait Lainnya di Surabaya Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014
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15 | 331 | Provinsi Banten Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Instansi Terkait
Lainnya di Tigaraksa dan Tangerang Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014
332 Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Cilegon, PDAM Cilegon Mandiri dan
Instansi Terkait Lainnya di Cilegon Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014
333 Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Tangerang, PDAM Tirta Benteng dan
Instansi Terkait Lainnya di Tangerang Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014
16 | 334 |Provinsi Bali Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Badung, PDAM Tirta Mangutama
Kabupaten Badung dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2013 dan Semester |
Tahun 2014 di Mangupura
17 | 335 | Provinsi Nusa Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, PDAM
Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Praya Tahun 2013 dan
Semester | Tahun 2014
18 | 336 | Provinsi Nusa Kinerja atas Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Kupang, PDAM Tirta Lontar
Tenggara Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 dan Semester | Tahun
2014
19 | 337 | Provinsi Kalimantan Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Singkawang, PDAM Gunung Poteng
Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Singkawang Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014
20 | 338 | Provinsi Kalimantan Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, PDAM Barito
Tengah Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Buntok Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014
339 Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Palangka Raya PDAM Kota Palangka
Raya, dan Instansi Terkait Lainnya di Palangka Raya Tahun 2013 dan Semester | Tahun
2014
21 | 340 | Provinsi Kalimantan Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, PDAM
Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Barabai Tahun 2013
dan Semester | Tahun 2014
341 Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, PDAM Kabupaten
Tanah Laut dan Instansi Terkait Lainnya di Pelaihari Tahun 2013 dan Semester | Tahun
2014
22 | 342 | Provinsi Kalimantan Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Samarinda, PDAM Tirta Kencana Kota
Timur Samarinda dan Instansi Terkait Lainnya di Samarinda Tahun 2013 dan Semester |
Tahun 2014
23 | 343 | Provinsi Sulawesi Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow,
Utara PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow dan Instansi Terkait Lainnya di Lolak dan
Kotamobagu Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014
344 Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Minahasa, PDAM Kabupaten
Minahasa dan Instansi Terkait Lainnya di Tondano Tahun 2013 dan Semester | Tahun
2014
24 | 345 | Provinsi Sulawesi Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Donggala, PDAM Uwe Lino dan
Tengah Instansi Terkait Lainnya Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014 di Banawa dan Palu
25 | 346 |Provinsi Sulawesi Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Maros, PDAM Tirta Bantimurung
Selatan Kabupaten Maros dan Instansi Terkait Lainnya di Maros Tahun 2013 dan Semester |
Tahun 2014
347 Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Parepare, PDAM Kota Parepare dan
Instansi Terkait Lainnya di Parepare Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014
26 | 348 | Provinsi Sulawesi Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Kendari, PDAM Kota Kendari, dan Instansi
Tenggara Terkait Lainnya di Kendari Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014
27 | 349 |Provinsi Gorontalo Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, PDAM Kabupaten
Bone Bolango dan Instansi Terkait Lainnya di Suwawa Tahun 2013 dan Semester |
Tahun 2014
28 | 350 | Provinsi Sulawesi Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, PDAM Wai
Barat Tipalayo dan Instansi Terkait Lainnya di Polewali Tahun 2013 dan Semester | Tahun
2014
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29 | 351 |Provinsi Maluku 1 |Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, PDAM
Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Saumlaki Tahun
2013 dan Semester | Tahun 2014
30 | 352 |Provinsi Maluku 1 |Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, PDAM
Utara Kabupaten Halmahera Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Labuha Tahun 2013 dan
Semester | Tahun 2014
31 | 353 | Provinsi Papua 1 |Kinerja Pengelolaan Pelayanan Air Bersih pada PDAM Kabupaten Kepulauan Yapen
Tahun Buku 2013 dan Semester | 2014
354 1 |Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Nabire PDAM Tirta Adrian,
Kabupaten Nabire dan Instansi Terkait Lainnya di Nabire Tahun 2013 dan Semester
| Tahun 2014
32 | 355 |Provinsi Papua Barat | 1 |Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Manokwari, PDAM Manokwari
dan Instansi Terkait Lainnya di Manokwari Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014
Subjumlah 103
Jumlah 124
IV | Penanggulangan Kemiskinan
a | Program DeMAM
1 | 356 | Provinsi Nusa 1 |Kinerja atas Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah
Tenggara Timur (DeMAM) TA 2011 s.d. Triwulan Il TA 2014 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur di Kupang
b | Program PERAK Peternakan
1 | 357 |Provinsi Nusa 1 |Kinerja atas Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PERAK) Peternakan TA 2013
Tenggara Timur dan Semester | 2014 pada Pemerintah Kabupaten Ngada di Bojowa
Jumlah 2
V | Infrastruktur
1 | 358 | Provinsi Kepulauan 1 |Kinerja Pengelolaan Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas PU
Riau Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Semester I) di Batam
2 | 359 |Provinsi Papua 1 |Pemeriksaan atas Kinerja Pemanfaatan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
serta Gedung dan Bangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2013
Jumlah 2
VI | Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

a

Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

1 | 360 | Provinsi Kalimantan 1 |Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada
Tengah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
361 1 |Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada
Pemerintah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
362 1 |Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau
363 1 |Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun Anggaran 2012 - 2013 pada
Pemerintah Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang
364 1 |Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada
Pemerintah Kota Palangka Raya di Palangka Raya
b | Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik
1 | 365 | Provinsi Kepulauan 1 |Kinerja Pengelolaan Sampah pada Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan
Riau Pemakaman Pemerintah Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2013 dan 2014
(Semester 1) di Tanjung Pinang
2 | 366 |Provinsi DKI Jakarta 1 |Kinerja Pengelolaan Limbah Domestik Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 dan

2013 pada PD PAL Jaya. BPLHD, Dinas Kebersihan, Bappeda, serta Instansi Terkait
Lainnya

Inventarisasi dan Pengamanan Hutan
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1 | 367 |Provinsi Lampung 1 |Kegiatan Inventarisasi dan Pengamanan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2013 dan Semester | Tahun Anggaran 2014 di Bandar
Lampung
d |Reklamasi Area Pertambangan
1 | 368 | Provinsi Kepulauan 1 |Pengawasan Kegiatan Reklamasi Area Tambang Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (s.d.
Riau November) pada Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Karimun
Jumlah 9
VIl | Perpajakan
a |PBB-P2
1 | 369 | Provinsi Lampung 1 |Kinerja Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Tahun Anggaran 2013 dan Semester | Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah
Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih
370 1 |Kinerja atas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun
Anggaran 2013 dan Semester | Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kota Bandar
Lampung di Bandar Lampung
b |PKB dan BBNKB
1 | 371 | Provinsi Kalimantan 1 |Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik
Barat Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (s.d. Juli 2014)
c | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB)
1 | 372 | Provinsi Papua 1 |Kinerja atas Pengelolaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran,
Pajak Penerangan Jalan, dan Penetapan serta Penagihan Pajak Reklame dan Retribusi
Pelayanan Persampahan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor di
Biak Tahun Anggaran 2013 dan Semester | Tahun Anggaran 2014
373 1 |Kinerja atas Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan,
dan Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2013 dan
Semester | 2014 di Wamena
Jumlah 5
VIl | Pelayanan
a |Pelayanan Perizinan
1 | 374 | Provinsi Lampung 1 |Pengelolaan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan TA 2013 dan
Semester | TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda
375 1 |Pengelolaan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan TA 2013 dan
Semester | TA 2014 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
2 | 376 |Provinsi Kalimantan 1 |Efektivitas Pelayanan Perizinan TA 2013 dan 2014 (s.d. Juli) pada Badan Penanaman
Barat Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya
3 | 377 | Provinsi Sulawesi 1 |Efektivitas Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Tengah Perizinan Terpadu serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait pada Kabupaten
Poso TA 2013 dan 2014 (Semester 1) di Poso
378 1 |Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Dinas Terkait
Kabupaten Tolitoli TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester 1) di Tolitoli
4 | 379 | Provinsi Gorontalo 1 |Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu TA 2013 dan Semester | 2014 pada Pemerintah
Kota Gorontalo di Gorontalo
b |Pengelolaan Unit Pelayanan Pengadaan
1 | 380 |Provinsi Sulawesi 1 |Unit Layanan Pengadaan pada Kabupaten Sigi TA 2013 dan 2014 (s.d. 30 September
Tengah 2014) di Sigi Biromaru
2 | 381 |Provinsi Gorontalo 1 |Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan Dalam memberikan Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa TA 2013 dan Semester | 2014 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo
di Gorontalo
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382 1 |Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan dalam memberikan Layanan Pengadaan Barang
dan Jasa TA 2013 dan Semester | 2014 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo di
Limboto
¢ [Pengelolaan Pelayanan Perhubungan
1 | 383 | Provinsi Lampung 1 |Pengelolaan Pelayanan Perhubungan TA 2013 dan Semester | TA 2014 pada Dinas
Perhubungan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
Jumlah 10
IX |Pengelolaan Aset
1 | 384 | Provinsi Papua 1 |Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai dengan
Tahun Anggaran 2013 pada Pemerintah Kabupaten Nabire
Jumlah 1
Jumlah Pemeriksaan Kinerja 180
Pemerintah Daerah
X | Pengelolaan Kredit Produktif
1 | 385 |PTBPD Sulawesi 1 |Kinerja Pengelolaan Kredit Produktif pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi
Tenggara Tenggara (Bank Sultra) Tahun Buku 2013 dan Semester | Tahun 2014 di Kendari
Jumlah 1
Jumlah Pemeriksaan 1
Kinerja BUMD
Jumlah Pemeriksaan Kinerja 181
Pemerintah Daerah dan BUMD
[ |
C | Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

| | Pengelolaan Pendapatan Daerah

1 | 386 |Provinsi Sumatera 1 |Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Semester | 2014 pada Pemerintah
Utara Kota Medan di Medan
2 | 387 |ProvinsiJambi 1 |Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Semester | Tahun
Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Bungo di Muara Bungo
388 1 |Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Semester | Tahun
Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun
389 1 |Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Semester | Tahun
Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Tebo di Muara Tebo
3 | 390 |Provinsi Sumatera 1 |Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2013 dan 2014
Selatan (s.d. Semester I) di Palembang
4 | 391 | Provinsi DKI Jakarta 1 |Pendapatan Pajak Hotel, Hiburan, dan Restoran pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi
DKl Jakarta serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
5 | 392 |Provinsi Jawa Barat 1 |Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten
Bandung di Soreang
393 1 |Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat di Ngamprah
394 1 |Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Bogor
di Bogor
395 1 |Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon
di Sumber
396 1 |Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Garut
di Garut
397 1 |Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten
Kuningan di Kuningan
398 1 |Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten
Sukabumi di Pelabuhanratu
399 1 |Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kota Bekasi di
Bekasi
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6 | 400 |ProvinsiJawa 1 |Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (s.d. Juli) pada Pemerintah
Tengah Kabupaten Purbalingga di Purbalingga
7 | 401 |ProvinsiD.l. 1 |Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013
Yogyakarta dan Semester | TA 2014 di Bantul
402 1 |Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran
2013 dan TA 2014 (s.d. 30 Juni) di Wates
8 | 403 | Provinsi Jawa Timur 1 |Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo TA 2013 dan Semester
I TA 2014
9 | 404 |Provinsi Banten 1 |Pendapatan Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Semester |) pada Pemerintah Kota
Tangerang di Tangerang
405 1 |Pendapatan Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Semester |) pada Pemerintah Kota
Tangerang Selatan di Pamulang
10 | 406 |Provinsi Bali 1 |Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (s.d. Agustus) pada
Pemerintah Kabupaten Gianyar di Gianyar
11 | 407 |Provinsi Kalimantan 1 |Pengelolaan Izin Usaha dan PNBP Sektor Pertambangan pada Pemerintah Kabupaten
Tengah Barito Utara di Muara Teweh
408 1 |Pengelolaan Izin Usaha dan PNBP Sektor Pertambangan pada Pemerintah Kabupaten
Murung Raya di Puruk Cahu
12 | 409 |Provinsi Kalimantan 1 |Pendapatan Daerah TA 2013 dan TA 2014 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kota
Selatan Banjarbaru di Banjarbaru
13 | 410 | Provinsi Sulawesi 1 |Pendapatan Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka di Kolaka
Tenggara
411 1 |Pendapatan Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kota Kendari di Kendari
14 | 412 | Provinsi Sulawesi 1 |Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Tahun Anggaran
Barat 2013 dan 2014 (s.d. Juli 2014) di Mamuju dan Polewali
Jumlah 27

Pengelolaan Pendapatan dan Pela

ksanaan Belanja

1 | 413 |Provinsi Kalimatan 1 |Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Hutang/Kewajiban TA 2011 s.d. 2013
Tengah (Semester 1) pada Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang
Jumlah 1
Il [Pelaksanaan Belanja
1 | 414 | Provinsi Sumatera 1 |Belanja Modal Serta Belanja Barang dan Jasa TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten
Utara Deli Serdang di Lubuk Pakam
415 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di Teluk Dalam
416 1 |Belanja Modal Serta Belanja Barang dan Jasa TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Utara di Tarutung
417 1 |Belanja Modal Serta Belanja Barang dan Jasa TA 2014 pada Pemerintah Kota
Pematangsiantar di Pematangsiantar
2 | 418 |Provinsi Sumatera 1 |Belanja Barang dan Jasa TA 2013 dan Semester | TA 2014 pada Pemerintah Provinsi
Barat Sumatera Barat di Padang
419 1 |Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal TA 2013 dan Semester | TA
2014 pada Pemerintah Kota Padang di Padang
420 1 |Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal TA 2013 dan Semester | TA
2014 pada Pemerintah Kota Pariaman di Pariaman
421 1 |Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal TA 2013 dan Semester | TA
2014 pada Pemerintah Kota Sawahlunto di Sawahlunto
422 | Provinsi Jambi 1 |Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah
Provinsi Jambi di Jambi
423 1 |Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah

Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
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424 1 |Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten
Kerinci TA 2013 dan Semester | TA 2014 pada KPU dan Panwaslu Kabupaten Kerinci
serta Instansi Terkait Lainnya di Sungai Penuh

425 1 |Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2014 Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal

426 1 |Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pilkada Kota Jambi TA
2012 dan 2013 pada KPU dan Panwaslu Kota Jambi, Pemerintah Kota Jambi, serta
Instansi Terkait Lainnya di Jambi

427 | Provinsi Sumatera 1 |Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Instansi

Selatan Terkait Lainnya di Pangkalan Balai

428 1 |Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan Instansi
Terkait Lainnya di Tebing Tinggi

429 1 |Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Lahat dan Instansi
Terkait Lainnya di Lahat

430 1 |Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan
Instansi Terkait Lainnya di Sekayu

431 1 |Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan
Instansi Terkait Lainnya di Muara Beliti

432 1 |Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering llir di
Kayuagung

433 1 |Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupten Ogan Komering Ulu di
Baturaja

434 |Provinsi Bengkulu 1 |Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Modal TA 2014 pada Pemerintah Provinsi
Bengkulu di Bengkulu

435 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Seluma dan Instansi Terkait
Lainnya di Tais

436 |Provinsi Lampung 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung

437 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Liwa

438 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Instansi
Terkait di Gunung Sugih

439 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Instansi
Terkait di Sukadana

440 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi

441 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan

442 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di Menggala

443 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung

444 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kota Metro di Metro

445 | Provinsi Kepulauan 1 [Belanja Modal serta Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan TA 2014

Bangka Belitung pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, Muntok,
Toboali dan Tanjung Pandan

446 1 |[Belanja Modal serta Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan pada
Pemerintah Kabupaten Bangka TA 2014 di Sungailiat

447 1 |Belanja Modal serta Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan TA 2014
pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Instansi Terkait di Koba

448 1 [Belanja Modal serta Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan TA 2014
pada Pemerintah Kabupaten Belitung di Tanjung Pandan

449 1 |Belanja Modal serta Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan TA 2014
pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di Manggar

450 1 |Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan TA 2014
pada Pemerintah Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang

451 | Provinsi Kepulauan 1 |Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial dan Hibah TA 2013 dan

Riau 2014 (s.d. November) pada Pemerintah Kabupaten Bintan di Bintan Buyu
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452 1 |Pengadaan Barang dan Jasa Terkait Kontruksi TA 2013 dan 2014 (s.d November) pada
Pemerintah Kabupaten Lingga di Daik

453 | Provinsi DKI Jakarta 1 |Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta di Jakarta

454 1 |Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta di
Jakarta

455 1 |Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TA 2012 dan TA 2013 pada Sekolah
Swasta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta

456 1 |Belanja Daerah pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta di
Jakarta

457 1 |Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta TA 2013 di Jakarta

458 1 |Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah
Daerah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta

459 1 |Belanja Daerah pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta TA 2013 dan
2014

460 1 |Belanja Daerah pada Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kecamatan serta Kelurahan
TA 2013 dan Semester | TA 2014 di Jakarta

461 1 |Belanja Daerah pada Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kecamatan serta Kelurahan
TA 2013 dan Semester | TA 2014 di Jakarta

462 |Provinsi Jawa Barat 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung

463 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Indramayu di Indramayu

464 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Karawang di Karawang

465 1 |Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi TA 2014 di Pelabuhan Ratu

466 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Sumedang di Sumedang

467 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di Singaparna

468 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kota Bekasi di Bekasi

469 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kota Sukabumi di Sukabumi

470 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kota Tasikmalaya di Tasikmalaya

471 |Provinsi Jawa 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Batang di Batang

Tengah

472 1 |[Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Blora di Blora

473 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Boyolali di Boyolali

474 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Brebes di Brebes

475 1 |Belanja Daerah TA 2014 (s.d. Triwulan Ill) pada Pemerintah Kabupaten Kebumen di
Kebumen

476 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Pemalang di Pemalang

477 1 |Belanja Barang dan Jasa Kota Magelang Tahun 2014 (s.d Triwulan Ill) di Magelang

478 1 |[Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kota Pekalongan di Kota Pekalongan

479 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kota Surakarta di Surakarta

480 |Provinsi D.lI. 1 |Belanja Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di Wonosari

Yogyakarta

481 1 |Belanja pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Wates

482 1 |Belanja Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Sleman di Sleman

483 | Provinsi Jawa Timur 1 |[Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
di Banyuwangi

484 1 |Belanja Infrastruktur Jalan dan Saluran/Drainase TA 2014 (s.d. 30 November 2014)
pada Pemerintah Kabupaten Jombang di Jombang

485 1 |Belanja Infrastruktur Bangunan Gedung dan Jalan TA 2014 (s.d 30 November 2014)
pada Pemerintah Kabupaten Madiun di Madiun

486 1 |Belanja Infrastruktur Jalan TA 2014 (s.d 30 November 2014) pada Pemerintah
Kabupaten Mojokerto di Mojokerto
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487 1 |Belanja Infrastruktur Gedung dan Bangunan, dan Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Selain Hibah dan Bansos TA 2014 (s.d. 30 November
2014) pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo di Ponorogo
488 1 |Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2013 dan 2014 (s.d November 2014) pada
Pemerintah Kota Malang di Malang
489 1 |Belanja Daerah Infrastruktur Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Pemerintah Kota
Probolinggo TA 2014
490 |Provinsi Banten 1 |Belanja Daerah TA 2014 Pemerintah Provinsi Banten di Serang
491 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Lebak di Rangkasbitung
492 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa
493 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kota Cilegon di Cilegon
494 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Pamulang
495 |Provinsi Bali 1 |Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar
496 1 |Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Buleleng di Singaraja
497 1 |Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara
498 1 |Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Tabanan di Tabanan
499 |Provinsi Nusa 1 |Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2013
Tenggara Barat dan 2014 (s.d. 30 November 2014) di Mataram
500 1 |Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Bima TA 2013 dan TA
2014 (s.d. 30 November) di Asakota
501 1 |Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu TA 2013 dan 2014
(s.d. 30 November) di Dompu
502 1 |Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur TA 2013
dan TA 2014 (s.d. 30 November) di Selong
503 1 |Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat TA 2013
dan TA 2014 (s.d. 30 November 2014) di Taliwang
504 1 |Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kota Bima TA 2013 dan 2014 (s.d. 30
November 2014) di Raba
505 |Provinsi Kalimantan 1 |Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2014 (s.d. Oktober) pada
Barat Pemerintah Kabupaten Ketapang di Ketapang
506 1 |Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2014 (s.d. Oktober) pada
Pemerintah Kabupaten Melawi di Nanga Pinoh
507 1 |Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2012, 2013 dan 2014 (s.d.
31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Mempawah di Mempawah
508 1 |Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2014 (s.d. Oktober) pada
Pemerintah Kabupaten Sanggau di Sanggau
509 1 |Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2014 (s.d. Oktober) pada
Pemerintah Kabupaten Sekadau di Sekadau
510 |Provinsi Kalimantan 1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah
Tengah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
511 1 |[Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah
Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
512 |Provinsi Kalimantan 1 |Belanja Modal Infrastruktur TA 2013 & 2014 (s.d. Triwulan 1ll) pada Pemerintah
Selatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
513 1 |Belanja Modal Infrastruktur TA 2013 & TA 2014 (s.d. Triwulan Ill) pada Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai
514 1 |Belanja Modal Infrastruktur TA 2013 & 2014 (s.d. Triwulan 1ll) pada Pemerintah
Kabupaten Tabalong di Tanjung
515 1 |Belanja Modal Infrastruktur TA 2013 & 2014 (s.d. Triwulan 1ll) pada Pemerintah

Kabupaten Tapin di Rantau
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516 |Provinsi Kalimantan 1 |Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2013 dan 2014 (s.d
Timur September 2014) di Penajam
517 | Provinsi Kalimantan 1 |Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan TA 2013 dan 2014 pada Kabupaten
Utara Bulungan di Tanjung Selor
518 | Provinsi Sulawesi 1 |Pemeriksaan atas Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten
Utara Kepulauan Talaud Tahun 2013 pada KPUD, Panwaslu dan Instansi Terkait Lainnya di
Melonguane
519 1 |Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 pada Pemerintah Kota Tomohon di Tomohon
520 | Provinsi Sulawesi 1 |Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran
Tengah 2013 dan 2014 (s.d 30 November) di Luwuk
521 1 |Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten
Donggala Tahun 2013 pada Pemerintah Kabupaten Donggala di Banawa
522 1 |Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong TA 2013 dan 2014
(s.d 31 Oktober 2014) di Parigi
523 1 |Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una TA 2013 dan
2014 (s.d 30 November) di Ampana
524 1 |Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2013 dan
2014 (s.d 30 November) di Palu
525 | Provinsi Sulawesi 1 |Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa TA 2013 dan TA 2014 (Semester 1)
Selatan
526 1 |Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2013 dan TA 2014 (Semester 1)
527 1 |Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal TA 2013 dan 2014 (s.d. September) pada
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
528 1 |Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal TA 2013 dan 2014 (Semester 1) pada
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene
529 1 |Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Makassar TA 2013 dan 2014 (Semester |)
530 |Provinsi Sulawesi 1 |Belanja Modal Infrastruktur TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Bombana
Tenggara di Rumbia
531 1 |Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara di
Lasusua
532 1 |Belanja Modal Infrastruktur TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan di Andoolo
533 1 |Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Wakatobi TA 2013 dan 2014 di
Wangi-Wangi
534 1 |Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kota Baubau TA 2013 dan 2014 di Baubau
535 1 |Belanja Modal Infrastruktur TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kota Kendari di
Kendari
536 |Provinsi Gorontalo 1 |Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Boalemo TA 2014 di Tilamuta
537 1 |Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2014 di Kwandang
538 1 |Belanja Modal pada Pemerintah Kota Gorontalo TA 2014 di Gorontalo
539 | Provinsi Sulawesi 1 |Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa di Mamasa
Barat
540 1 |Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju di Mamuju
541 |Provinsi Maluku 1 |Pertanggungjawaban Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Utara Gubernur Provinsi Maluku Utara pada Sekretariat Daerah, KPU dan Bawaslu Provinsi
Maluku Utara TA 2013 dan 2014
542 1 |Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat TA 2014
543 1 |Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai TA 2014
544 1 [Belanja Modal Pemerintah Kota Ternate TA 2014
545 |Provinsi Papua 1 |Belanja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor TA 2013 dan 2014 (s.d. 31 Oktober) di
Bial
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546 1 |Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayapura TA 2013 dan 2014 (s.d. 31
Agustus 2014)
547 1 |Belanja Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2013 dan 2014 (s.d. Triwulan I1)
548 1 |Belanja Pemerintah Kabupaten Yalimo TA 2013 dan 2014 (s.d. Oktober)
549 1 |Belanja Kota Jayapura TA 2013 dan 2014
550 |Provinsi Papua Barat | 1 |Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat TA 2014
551 1 |Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak TA 2014 di Fakfak
552 1 |Belanja Modal pada Kabupaten Kaimana TA 2014
553 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Manokwari di Manokwari
554 1 |Belanja Daerah Kabupaten Maybrat TA 2014
555 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Waisai
556 1 |Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong TA 2014 di Aimas
557 1 |Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan
558 1 |Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tambrauw TA 2014
559 1 |Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni TA 2014 di Bintuni
560 1 |Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama TA 2014 di Raisei
561 1 |Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Sorong TA 2014 di Sorong
Jumlah 148
IV | Pengelolaan Aset Daerah
1 | 562 |Provinsi Sumatera 1 |Manajemen Aset Tahun Anggaran 2013 dan Semester | TA 2014 pada Pemerintah
Barat Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
563 1 |Manajemen Aset Tahun Anggaran 2013 dan Semester | pada Pemerintah Kabupaten
Pasaman Barat di Simpang Empat
564 1 |[Perjanjian Kerja Sama Built Operate and Transfer (BOT) Revitalisasi Pertokoan Pasar
Raya Barat Padang Tahun 2015-2013 di Padang
2 | 565 |Provinsi Riau 1 |Manajemen Aset Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Pemerintah Provinsi Riau di
Pekanbaru
3 | 566 |ProvinsiJambi 1 |Pengelolaan Aset TA 2013 dan 2014 Pemerintah Kabupaten Tebo di Muara Tebo
567 1 |[Pengelolaan Aset TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kota Jambi di Jambi
4 | 568 |Provinsi Bengkulu 1 |Pengelolaan Aset Daerah TA 2013 dan Semester | 2014 pada Pemerintah Kota
Bengkulu
569 1 |Pengelolaan Aset pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang
5 | 570 |Provinsi Kepulauan 1 |[Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester | TA 2014
Bangka Belitung pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Instansi Terkait Lainnya di
Pangkalpinang, Palembang, Tanjungpandan, Sungailiat, Muntok, Koba, Toboali, dan
Jakarta
6 | 571 |Provinsi Kepulauan 1 |Manajemen Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2013 dan 2014
Riau (Semester 1)
572 1 |Manajemen Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2013
dan 2014 (Semester 1)
7 | 573 |ProvinsiJawa 1 |Pengelolaan Aset Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (s.d. Bulan Juni) pada Pemerintah
Tengah Kabupaten Wonogiri di Wonogiri
8 | 574 |ProvinsiJawa Timur | 1 |Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban per
31 Agustur 2014
9 | 575 |Provinsi Banten 1 |Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa
10 | 576 |Provinsi Kalimantan 1 |Pengelolaan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2013 &
Selatan Semester | 2014 di Kotabaru
11 | 577 |Provinsi Sulawesi 1 |Manajemen Aset Tetap Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014 pada Pemerintah

Utara

Kabupaten Bolaang Mongondow di Lolak
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578 1 |Manajemen Aset Tetap Tahun 2013 dan Semester | 2014 pada Pemerintah Kabupaten
Minahasa
12 | 579 | Provinsi Sulawesi 1 |Manajemen Aset TA 2013 dan 2014 (Semester 1) pada Pemerintah Kabupaten
Tenggara Bombana di Rumbia
580 1 |Manajemen Aset TA 2013 dan 2014 (Semester |) pada Pemerintah Kabupaten Konawe
di Unaaha
13 | 581 |Provinsi Sulawesi 1 |Manajemen Aset Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (s.d. Semester 1) pada Pemerintah
Barat Kabupaten Majene di Majene
14 | 582 |Provinsi Maluku 1 |Manajemen Aset Tetap Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Pemerintah Kabupaten
Maluku Tengah di Masohi
15 | 583 | Provinsi Maluku 1 |Manajemen Aset Tahun 2013 dan Semester | Tahun 2014 pada Pemerintah Provinsi
Utara Maluku Utara di Sofifi
16 | 584 | Provinsi Papua 1 |Manajemen Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Papua di Jayapura
Jumlah 23
V | Operasional RSUD
1 | 585 |Provinsi Sumatera 1 |Operasional RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Buku 2013 dan 2014 (s.d.
Selatan Semester ) di Sekayu
2 | 586 |ProvinsiJawa 1 |Operasional RSUD Hj. Anna Lasmanah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 dan
Tengah Tahun 2014 (Semester 1) di Banjarnegara
587 1 |Operasional RSUD Cilacap Kabupaten Cilacap TA 2013 dan 2014 (Semester 1) di Cilacap
588 1 |Operasional RSUD Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (s.d.
Triwulan 11l) pada Pemerintah Kabupaten Kudus di Kudus
589 1 |Operasional RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Banyumas
3 | 590 |Provinsi Gorontalo 1 |Belanja Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tani dan Nelayan pada
Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2014 di Tilamuta
591 1 |BelanjaOperasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M.M. Dunda pada Pemerintah
Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014 di Limboto
Jumlah 7
Jumlah Pemeriksaan
dengan Tujuan Tertentu 206
Pemerintah Daerah
VI | Operasional BUMD
a |[BPDdanBPR
1 | 592 | Provinsi Aceh 1 |Kegiatan Operasional PT Bank Aceh Tahun Buku 2013 dan 2014 (s.d September )
2 | 593 |Provinsi Sumatera 1 |Operasional PT Bank Sumut Tahun Buku 2013 dan Semester | 2014 di Medan
Utara
3 | 594 |Provinsi Sumatera 1 |Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat TB 2013 dan Semester
Barat I TB 2014
4 | 595 | Provinsi Sumatera 1 |Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Selatan Semester |l Tahun Buku 2013 s.d. Semester | Tahun Buku 2014 di Palembang,
Pangkalpinang, dan Jakarta
5 | 596 | ProvinsiJawa 1 |Operasional pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2013 dan 2014
Tengah (s.d. Juli) di Semarang, Surakarta, Pati, Magelang, Pekalongan dan Jakarta
6 | 597 |ProvinsiJawa Timur 1 |Operasional PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Tahun Buku 2013 dan 2014
(Semester 1) di Surabaya
598 1 |Operasional PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun Tahun Buku
2013 dan 2014 (Semester I) di Madiun
7 | 599 |Provinsi Nusa 1 |Kegiatan Operasional Tahun Buku 2013 dan 2014 pada PT Bank Pembangunan Daerah
Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur di Kupang
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Jumlah 8
b | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
1 | 600 |Provinsi Lampung 1 |Operasional Perusahaan Daerah Air Minum Way Agung Tahun Buku 2012, 2013 dan
2014 pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus di Kota Agung
601 1 |Operasional Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Tahun Buku 2012, 2013 dan
2014 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Liwa
602 1 |Operasional Perusahaan Daerah Air Minum Way Tulang Bawang Tahun Buku 2012,
2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di Menggala
603 1 |Operasional Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh Tahun Buku 2012, 2013 dan
2014 (s.d. Juni 2014) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Sukadana
2 | 604 |Provinsi Bali 1 |Operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli Tahun 2013 dan 2014
(s.d 31 Juli) di Bangli
605 1 |Operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klungkung Tahun 2013 dan
2014 (s.d 31 Juli) di Semarapura
Jumlah 6
¢ | BUMD Bidang Usaha Lain
1 | 606 |ProvinsiRiau 1 |Operasional PT Kawasan Industri Tanjung Buton Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester 1) di
Siak Sri Indrapura
607 1 |Operasional PT Bumi Siak Pusako Tahun Buku 2012, 2013 dan 2014 (Semester |) di
Pekanbaru dan Siak Sri Indrapura
2 | 608 |Provinsi Sumatera 1 |Operasional PD Hotel Swarna Dwipa Tahun Buku 2013 dan 2014 (s.d. Semester 1) di
Selatan Palembang
609 1 |Operasional PT Petro Muba dan Anak Perusahaannya Tahun 2013 dan 2014 (Semester
1) di Sekayu
3 | 610 |Provinsi Bengkulu 1 |Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi
Bengkulu pada PT Bengkulu Mandiri sampai dengan Tahun Buku 2013 dan 2014
(Semester 1)
4 | 611 |Provinsi DKI Jakarta 1 |Pengelolaan Aset pada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dan Anak Perusahaan di
Jakarta
5 | 612 | Provinsi Jawa Barat 1 |Pendapatan dan Biaya pada PT. Agronesia Tahun Anggaran 2013 dan Semester | 2014
6 | 613 |Provinsi Jawa Timur 1 |Operasional Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember Tahun 2013 dan
Semester | 2014 di Jember
7 | 614 |Provinsi Bali Operasional Perusahaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 dan 2014 (s.d. Juni 2014)
Jumlah
Jumlah Pemeriksaan dengan 23
Tujuan Tertentu BUMD
Jumlah Pemeriksaan dengan
Tujuan Tertentu Pemerintah | 229
Daerah dan BUMD
Jumlah Pemeriksaan pada 479
Pemerintah Daerah dan BUMD

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN BADAN LAINNYA

A

Pemeriksaan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Lainnya

1 | 615 [Badan Pengelola 1 |LK Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) TA 2011
Dana Abadi Umat
(BP DAU)
616 1 |LK Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) TA 2012
617 1 |LK Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) TA 2013
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2 | 618 |Penyelenggara 1 |LK Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1434H/2013M
Ibadah Haji
Jumlah Pemeriksaan Keuangan a
pada BUMN dan Badan Lainnya
[
B | Pemeriksaan Kinerja
| | Ketahanan Pangan
1 | 619 | PT Perkebunan 1 |Kinerja Pabrik Gula Tahun 2012 s.d 2014 (Semester I) pada PT Perkebunan Nusantara
Nusantara X X di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan
(Persero)
2 | 620 |PT Perkebunan 1 |Kinerja Pabrik Gula Tahun 2012 s.d 2014 (Semester I) pada PT Perkebunan Nusantara
Nusantara X| XI (Persero) di Jawa Timur
(Persero)
Jumlah 2
Il | Energi
a. Pengembangan Lapangan Migas
1 | 621 |Satuan Kerja Khusus | 1 |Kinerja atas Efektivitas Pengendalian Rencana Pengembangan Lapangan dan
Pelaksana Kegiatan Efektifitas Pengendalian Otorisasi Pembelanjaan Finansial Tahun 2012 dan 2013 pada
Usaha Hulu Minyak SKK Migas di Jakarta
dan Gas Bumi
(SKK Migas)
Jumlah 1
Il | Pelayanan Jasa Pelabuhan
1 | 622 | PT Pelabuhan 1 |Kinerja atas Efektivitas Pelayanan dan Pengelolaan Bongkar Muat Barang Tahun
Indonesia (Pelindo) | Anggaran 2012 s.d. Semester | 2014 pada PT Pelabuhan Indonesia | (Persero) di
(Persero) Medan, Dumai, Banda Aceh, dan Tanjung Pinang
2 | 623 |PT Pelabuhan 1 |Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Bongkar Muat Barang di Dermaga Umum dan
Indonesia (Pelindo) Pengelolaan Lapangan Penumpukan pada PT Pelabuhan Indonesia Ill (Persero) dan
Il (Persero) Anak Perusahaan Tahun 2012 s.d. Semester | Tahun 2014 di Surabaya dan Semarang
3 | 624 | PT Pelabuhan 1 |Kinerja Pelayanan Barang Tahun Buku 2012 s.d. Semester | 2014 pada PT Pelindo IV
Indonesia (Pelindo) (Persero) di Makassar dan Bitung
IV (Persero)
Jumlah 3
IV | Program Asuransi Pegawai
1 | 625 | PT Taspen (Persero) 1 |Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pemberian Manfaat kepada Peserta dan Pengelolaan
Investasi Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun PT Taspen (Persero) Tahun
Buku 2013 dan 2014 (Semester I) di Jakarta, Medan, Depok, Bogor, Surabaya, Kupang,
dan Makassar
Jumlah 1
V | Pengelolaan Premi Penjaminan
1 | 626 |Lembaga Penjamin 1 |Kinerja atas Kegiatan Pengelolaan Premi Penjaminan Tahun 2011 s.d. Triwulan llI
Simpanan 2014 pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jakarta
Jumlah 1
Jumlah Pemeriksaan Kinerja s
BUMN dan Badan Lainnya
[
C | Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Aset BUMN
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1 | 627 | PT Antam (Persero) 1 |Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Antam (Persero) Tbk dan Anak
Perusahaan Tahun Anggaran 2012 s.d. 2013 di Jakarta, Kolaka, Halmahera Timur,
Bogor, Sanggau, dan Tokyo
2 | 628 |PT Timah (Persero) 1 |Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Anggaran 2013 s.d. Semester |
Tahun Anggaran 2014 pada PT Timah (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan di Jakarta,
Pangkalpinang, Sungailiat, Muntok, Toboali, Belitung, Kundur, Batam, Cilegon dan
Singapura
3 | 629 | PT Pertamina 1 |Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Pertamina EP Tahun 2011, 2012, dan 2013
di Jakarta, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat
630 1 |Pengadaan Minyak Mentah dan Produk Kilang pada PT Pertamina (Persero) dan
Petral/PES Tahun 2012, 2013, dan 2014 (Semester I) di Jakarta, Batam, Cilacap,
Surabaya, Singapura, Hongkong, Aljazair, dan Dubai
4 | 631 |PT Angkasa Pura | 1 |Pengelolaan Tanah Hak Pengelolaan di Rawasari pada PT Angkasa Pura | (Persero)
(Persero) beserta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
5 | 632 | PT Pelabuhan 1 |Pengelolaan Kegiatan Investasi dan Biaya Sejak Tahun 2010 sampai dengan 2014 pada
Indonesia Il PT Pelabuhan Indonesia Il (Persero)
(Persero)
6 | 633 | PT Pelabuhan 1 |Pelaksanaan Kegiatan Investasi dan Biaya PT Pelabuhan Indonesia Il (Persero) di
Indonesia Il Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap | Pelabuhan Tanjung Priok Sejak Tahun 2010
(Persero) sampai dengan Tahun 2014 pada PT Pembangunan Perumahan (Persero), Thk. di
Jakarta
7 | 634 | PT Telekomunikasi 1 |Kegiatan Divestasi Saham, Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pengelolaan Aset Tahun
Indonesia (Persero), Buku 2012, 2013, dan 2014 pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
Tbk
8 | 635 |PT Pertani (Persero) 1 |Pengendalian Biaya, Pengelolaan Aset Tetap, dan Penggunaan Dana Pinjaman pada
PT Pertani (Persero) Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (s.d. Triwulan 1) di Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan
9 | 636 |PT Perkebunan 1 |Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2012, 2013, dan 2014 (s.d.
Nusantara VIII Semester |) pada PT Perkebunan Nusantara VIII di Jawa Barat dan Banten
10 | 637 | PT Berdikari 1 |Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, Kegiatan Investasi dan Pengelolaan
(Persero) Aset Tetap Tahun 2012, 2013 dan 2014 (Semester 1) pada PT Berdikari (Persero) dan
Anak Perusahaan di Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Barat,
Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Singapura
11 | 638 | Perum Bulog 1 |Pengendalian Biaya, dan Pengelolaan Aset Tetap Tahun Anggaran 2013 dan 2014
(Semester 1) pada Perum Bulog dan Anak Perusahaan di Jakarta, Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara
12 | 639 | PT PANN (Persero) 1 |Pengelolaan Keuangan dan Bisnis pada PT PANN (Persero) dan Anak Perusahaan PT
PANN Pembiayaan Maritim Tahun 2013 s.d. 2014 (Semester 1) di Jakarta, Bandung,
Makassar, Ambon, dan Kupang
Jumlah 13
Il | Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
1 | 640 | PT Bank Mandiri 1 |Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun Buku 2012, 2013 dan Semester | 2014
(Persero) pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk di DKl Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan
dan Kalimantan Selatan serta Instansi Terkait
2 | 641 |PT Bank BTN 1 |Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun Buku 2012, 2013 dan Semester | 2014
(Persero) pada PT Bank BTN (Persero), Thk. di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat,
Sulawesi Utara, dan Instansi Terkait
Jumlah 2
Ill | Tata Kelola Kegiatan Hulu Migas
1 | 642 [SKK Migas 1 |Kegiatan Monetisasi Minyak dan Gas Bumi serta Kondensat Bagian Negara Tahun
2009 s.d. 2013 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas
Bumi (SKK MIGAS) dan Instansi Terkait di Jakarta
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643 1 |Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2013 Wilayah Kerja Tuban pada
SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) JOB Pertamina Petrochina East
Java, serta Instansi Lain yang Terkait di Jakarta dan Surabaya
644 1 | Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Natuna Sea ‘A’ Tahun 2013
pada SKK Migas dan KKKS Premier Oil Natuna Sea B.V. serta Instansi Lain yang Terkait
di Jakarta dan Kepulauan Riau
645 1 |Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2013 Wilayah Kerja Mahakam pada SKK Migas
dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Total E&P Indonesie serta Instansi Lain
yang Terkait di Jakarta dan Balikpapan
646 1 |Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2013 Wilayah Kerja Rokan pada SKK Migas dan
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Chevron Pacific Indonesia serta Instansi Lain
yang Terkait di Jakarta dan Pekanbaru
647 1 |Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2013 Wilayah Kerja Corridor
pada SKK Migas dan KKKS Conocophillips Grissik Ltd serta Instansi Lain yang Terkait di
Jakarta dan Sumatera Selatan
648 1 |Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2013 Wilayah Kerja West Madura
Offshore pada SKK Migas dan KKKS PT PHE WMO serta Instansi Lain yang Terkait di
Jakarta dan Jawa Timur
649 1 |Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2013 Wilayah Kerja Cepu pada
SKK Migas dan KKKS Exxonmobil Cepu Limited serta Instansi Lain yang Terkait di
Jakarta dan Jawa Timur
650 1 |Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2013 Wilayah Kerja Sampang pada SKK Migas dan
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Santos (Sampang) Pty, Ltd. serta Instansi Terkait
di Jakarta dan Jawa Timur
651 1 |Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2013 Wilayah Kerja South and Central Sumatera
pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Medco E&P Indonesia
serta Instansi Lain yang Terkait di Jakarta dan Sumatera Selatan
Jumlah 10
Jumlah Pemeriksaan dengan
Tujuan Tertentu pada 25
BUMN dan Badan Lainnya
Jumlah Pemeriksaan pada
BUMN dan Badan Lainnya 87
Jumlah LHP 651
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